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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pegahidilan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No | Arab Latin Ket No | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan titik
1 | dilamban 16 b t di bawahnya
gkan
o 3 z dengan titik
2] = b 17 Z | di bawahnya
3 < t 18 & ‘
& s dengan titik| .
4 S di atasnya 19 ¢ 9
5 d 20 o f
h dengan titik| .
61 ¢ b | dibawahnya| 21| ¢ q
7 ¢ kh 22 d K
8 3 d 23 J I
9 3 5 z d.engan titik 24 A m
di atasnya
10 J r 25 O n
11 J z 26 3 w
12 o S 27 ° h
13| sy 28 & ’
s dengan titik|
14 e } di bawahnya 29 ¢ y
5 d dengan titik
15 oo d di bawahnya
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indondsrajri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau miifto
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupmiatatau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

viii



Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
; Kasrah [
& Dhammah u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupangan antara
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan hyaify:

Tanda dan Nama Gabungan
Hur uf Huruf
S Fathah dan ya ai
) Fathah dan
S au
wau
Contoh:
s kaifa Js®  :haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berugathdan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

{arkat dan Nama Huruf dan
Hur uf tanda
Fathah dan alif =

N a
- atau ya
S Kasrah dan ya 1
e Dammah dan waw i

Contoh:

Jé  :gala

w)  rama

Jd8  :qgila



Js  :yagalu

4. TaMarbutah (8)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah3] yang hidup atau mendapat haf&ttah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (3) mati
Ta marbutahsf yang mati atau mendapat harkat sukun, transiteya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanyadebutah (3) diikuti oleh
kata yang menggunakan kata sandang al, serta baedaa kata itu

terpisah maka tenarbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
Julayidia g : raudah al-asfall raudatul arfal
8 sialldipaal) : al-Madiah al-Munawwarah/
al-Madrmatul Munawwarah
dall : Talhah
Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis sep&tia tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangk@ma-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contgéamad Ibn
Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahadanésia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrutndgbagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kabalsasa

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tashukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Farhan Zuhardi

NIM 121209332

Fakultas/Prodi : Syari’ah Dan Hukum/ HukunoB&mi Syari’ah

Judul . Sistem Pelelangan Hewamak Sitaan Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun
No.12 Tahun 2004 (Analisis MenurBai’ Muzayadah
Tanggal sidang

Tebal skripsi
Pembimbing | : Dr. Khairuddin, S. Ag., M.Ag
Pembimbing I : Safira Mustagqilla, S.Ag., MA

Qanun Nomor 12 Tahun 2004 adalah peraturan Daexah snengatur tentang
penertiban hewan ternak Kota Banda Aceh. Di daleanu@ Nomor 12 Tahun
2004 ditetapkan sistem pelelangan yang dilakukah &atpol PP jika pemilik
ternak telah melanggar aturan yang telah ditetapRatam Islam jual beli model
lelang disebut dengaBai’Muzayadathukumnya adalah boletm(@bah)Dalam
ketentuaBai’'Muzayadatpemilik ternak harus diikutsertakan pada saatntgla
berlangsung dan pemilik ternak yang membuka prostsng dan juga
menentukan harga awalnya tetapi ini tidak di jed@istalam ketentuan Qanun No.
12 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk men@avaban dari persoalan
pokok, yaitu bagaimana sistem pelelangan hewarakesitaan Satpol PPKota
Banda Aceh, bagaimana tanggapan pemilik ternaladeqh sistem pelelangan
hewan ternak berdasarkan Qanun No. 12 Tahun 2@@&jrhana tinjauan hukum
islam terhadap sistem pelelangan hewan ternaksealienuruBai’Muzayadah
Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti melakulenelitian dengan
menggunakan data primer dan data skunder. Kedaaddatalisis menggunakan
metode deskriptif. Berdasarkan metode pengumpua, anaka penelitian ini
dikategorikan sebagai penelitian lapandéield research).Sistem pelelangan
hewan ternak sitaan Satpol PP Kota Banda Aceh nikedi{empat) tahap pokok,
dalam pelaksaan lelang hewan ternak, yaitu pensibgtang, pelaksanaan lelang,
risalah lelang dan pembukuan lelang.Tanggapan penginak pada sistem
pelelangan yang dilakukan oleh Satpol PP, pemiiknak memahami dan
menyadari kesalahan yang mereka perbuat, dikarenp&milik ternak punya
pekerjaan lain, sehingga para pemilik lalai dalanemperhatikan binatang
ternaknya, dan sebagian pemilik lain terlalu banyakwan ternak sehingga tidak
semua binatang ternak mampu untuk diawasi.Pad&kgaglaan lelang yang
dilakukan oleh Satpol PP adanya ketidaksesuaianmdagh mu’amalah. Dimana
sistem lelang yang dilakukan Satpol PP tidak m#tdoa pemilik ternak ketika
terjadinya pelaksanaan lelang, sedangkan d&8aimuzayadahharus dilibatkan
pemilik ternak ketika terjadinya praktek lelang daada pelaksanaannya juga
yang memberikan aturan dan tata cara lelang laggpemilik ternak sendiri,
harus adanya keridhaan antara kedua belah pihakbed® halnya yang
dipraktekkan oleh Satpol PP, penerapannya pihakdetlari Satpol PPlangsung
yang menawarkan barang lelang tanpa dilibatkan peralik ternak.



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Salah satu kebiasaan masyarakat Aceh dari dulu asasgkarang
adalahmemelihara binatang ternak. Kebiasaan tdrssupai saat ini masih
dilakukan oleh masyarakat daerah pedalaman. Meanalihewan ternak seperti
sapi, kerbau atau kambing merupakan salah satiwlb@mvestasi yang dapat
digunakan ketika terjadi hal-hal yang mendesak dermgra menjualnya.

Semakin berkembangnya suatu kota maka pembangemaakin maju,
sehingga ruang-ruang hijau yang biasanya digunakdmk melepaskan hewan
ternak semakin berkurang. Tetapi masyarakat peakotéetap memaksa
memelihara hewan peliharaan walaupun tidak memiékipat yang luas untuk
membuat kandangnya, sehingga masyarakat melepdskaan-hewannya ke
tempat-tempat umum, seperti lapangan olahragaaldnjalan, bahkan sampai
masuk ke pekarangan rumah orang lain.

Di tengah masyarakat, banyak persoalan yang tindkibat dari
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat séndiri. Persoalan itu
diantaranya adalah kebebasan seseorang bertintiakia@ barang miliknya yang
mengganggu kepentingan orang lain. Padahal kebebasaeorang dalam
bertindak terhadap milik pribadinya itu dibatasttolhal-hal yang terkait dengan

kepentingan umum. Setiap orang bebas untuk menade sebanyak-banyaknya,



tetapi cara mendapatkan harta itu tidak sesuaiatteatyiran syara’ dan merugikan
kepentingan orang lain, baik pribadi maupun maggdra

Melihat permasalahan ini akhirnya pemerintah mernpaeaturan untuk
tidak melepas hewan peliharaan secara bebas. Pdaheluga membentuk
organisasi khusus untuk menertibkan hewan-hewamakedi tempat-tempat
umum. Organisasi yang pemerintah bentuk ad8atuan Polisi Pamong praja
(Satpol PP). Satpol PP bertugas menertibkan hajdra dianggap mengganggu
kebebasan umum, menjaga kenyamanan terhadap ssaanprasarana publik.
Begitu juga dengan hewan ternak yang dilepas séedras, maka Satpol PP yang
akan menertibkan hewan-hewan tersebut dengan @ranmgkap dan dimasukkan
ke tempat penampungan hewan ternak. Pemilik hemidrarus menebus kembali
hewan tersebut, jika tidak hewan tersebut akarabdgecara lelang oleh Satpol PP.

Pemerintah Kota Banda Aceh secara tegas telah oankgn peraturan
dalam bentuk ganun tentang penertiban hewan teyaaty Qanun Nomor 12
Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan Ternak. Dinu@t@m isinya tersebut
dijelaskan tentang ketentuan umum, maksud dan rtugi&eluarkan ganun,
sampai kepada sanksi dan sistem pelelangan hekarh@wan tersebut tidak
diambil kembali oleh pemiliknya.

Secara umum lelang adalah penjualan barang yaagudan di muka

umum termasuk melalui media elektronik dengan gam@awaran lisan dengan
harga yang semakin meningkat atau harga yang senmaknurun dan atau

dengan penawaran harga secara tertulis yang didahdéngan usaha

! Narun HaroenFigh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), him. 34.



mengumpulkan para pemindiebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas
adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umepadk pihak penawar
tertinggi.Lalu terjadi akad dan pembeli tersebungaambil barang dari penjual.
Jual beli model lelangmuzayadahiialam hukum Islam adalah boletubah?

Dalam sebuah pelelangan ada beberapa jenis baramy ditawarkan
untuk dijual oleh pemiliknya, dengan harapan mewipér harga tertinggi dari
sejumlah penawar. Pada sistem pelelangan, pihalawaenyang membuat
penawaran. Pelelangan dapat dengan bebas untuklakeatau menerima
tawaran tersebut. Pihak penawar juga dapat mekanibali tawarannya sebelum
pihak pelelang mengambil keputusan untuk menerawaran tersebiit.

Bai’ muzayadahadalah salah satu jenis jual beli di mana penjual
menawarkan barangdagangannya di tengah-tengah &eranfalu para pembeli
saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sapg@a harga yang paling
tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah chkdan pembeli tersebut
mengambil barang dari penjf&ukun dalanBai’ muzayadatada tiga yaitwakad
(ijab kabul), orang-orang yargerakad(penjual dan pembeli), dana’kud ‘alaih
(objek akad). Dapat diketahui bahwa rukun dan $ygrarat jual beli sangat

menenetukan sah atau tidaknya transaksi jual éslebut. Karena itu, rukun dan

’Aiyub Ahmad,Fikih Lelang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukeositif (Jakarta
: Kiswah 2007), him. 65.

* Purwahid PatrikHukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT (Undang-dsgHak
Tanggungah (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegd®89). HIm. 5.

* Syaikh Abdurrahman Al-Jaziril-Figh ‘Ala al-Madzahib Al-Arba’ahluz. Il , (Beirut
Libanon, 1992), him 257



syarat jual beli merupakan landasan utama dalanateegmuamalah, khususnya
dalam aktivitas perekonomian.

Lelang masa kini tidak hanya terjadi pada lembagarinal saja, lembaga
formal juga banyak yang melaksanakan proses lelBegtuk jual beli dalam
lelang terdapat peranan harga di dalamnya. Hargandeslam menganut pada
konsep harga yang adil yaitu harga yang dikembalikapada pasar (yang
dipengaruhi oletsuplydan demandl. Namun, dalam praktik lelang sering terjadi
ketidakstabilan harga (adanya trik-trik kotor dalgmnawaran lelang oleh
komplotan penawar), keadaan tersebut dimanfaatketm mihak-pihak tertentu
yang hanya menguntungkan salah satu pihak.

Berdasarkan Qanun Nomor 12 tahun 2004,pihak Sa&polmemiliki
kewenangan untukmelakukan pelelangan dari hasiarsitersebut. Proses yang
menyebabkan terjadinya pelelangan hewan ternak utermhari Pasal 8 ayat
(5),hewan-hewan yang sudah ditangkap diberikanshatavaktu maksimal 7
(tujuh) hari untuk mengambil kembali hewan yangasudisita oleh pemiliknya.
Syarat dan ketentuan mengambilnya dengan memp&dihasurat keterangan
kepemilikan dan membayar biaya pemeliharaan/peeawdiaya tersebut sudah
diatur dalam ganun sebagai berikut:

a. Sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 100.000 (seratugughah) per hari per
ekor.
b. Kambing, biri-biri sebesar Rp 50.000 (lima puliburrupiah) per hari per

ekor.

® Aiyub Ahmad, Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Efs{Jakarta:
Kiswah, 2004), him 30.



Pada tahap proses selanjutnya, apabila dari peh@likan tersebut tidak
diambil oleh pemilik/pemeliharanya,maka pihak yabgrwenang memiliki
kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ®&®)aturftuk dilakukan
pelelangan di muka umum. Hasil dilelang akan digdeaa kepada pemiliknya
setelah dipotong denda selama masa kurungan dilokas
pemeliharaan/penampungan. Potongan denda tersebtdrcke kas daerah Kota
Banda Aceh sebagai penerimaan anggaran d&erah.

Dalam konsepsi figh muamalah dijelaskan bahwa grdat&am pelelangan
harus adanya pemilik yang melelang dan peserta giteak yang mengikuti
proses lelandKetika lelang berlangsung, pemilikharus hadir dalamses
lelangdikarenakan yang mempersilahkan peserta untakbuka harga awal
adalah pemilik. Kemudian penjual akan menawarkamargp dengan sejumlah
pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan haagg ytertinggi. Proses ini
berakhir dengan penawaran harga yang paling tinggmgan terjadinya
kesepakatan, maka penjual langsung menyerahkangokegpada pembeli. Pada
proses lelang yang dilakukan oleh Satpol PP, ticeibatkan pemilik ternak
dalam proses lelang, karena Satpol PP tidak metabakian terlebih dahulu
kepada pemilik ternak bahwa ternaknya akan dilakugalelangan. Ataupun

dalam bentuk surat pemberitahuan kepada pemilitakesecara langsung bahwa

®Qanun tentang Penertiban Hewan Pasal 8 AyatJ{&d, lewat dari batas waktu yang
telah ditentukan maka semua uang dimaksud akamatiilsen ke Kas Daerah Kota Banda Aceh
sebagai penerimaan DaeratBgnda Aceh, 2004), him. 361.

’Aiyub Ahmad, Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Bfs{Jakarta:
Kiswah, 2004). Halaman 31.



akan dilakukan pelelangdnni bertolakbelakang dalam figh muamalah, dimana
dalam figh muamalah seharusnya yang melelang @rselalah pemilik ternak,
bukan dari pihak Satpol PP, jika memang dari pfBatpol PP maka harus adanya
surat perwakilan dari pemilik ternak sebelum pelgén berlangsung.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis inginelitierebih lanjut
mengenai sistem pelelangan hewan ternak sitaaml32@pdi Kota Banda Aceh.
Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalaharsahagai objek penelitian
dengan judul Sistem Pelelangan Hewan Ternak Sitaan Satpol PBatuan
Polisi Pamong Praj&ota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Nomorl2 Tahun

2004 (Analisis MenurutBai’Muzayadah).”

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan bebepapmasalahan sesuai
dengan topik yang dimaksud, yaitu:
a. Bagaimana sistem pelelangan hewan ternak sitagmol32P Kota Banda
Aceh?
b. Bagaimana tanggapan pemilik ternak terhadap sigelglangan hewan
ternak berdasarkan Qanun No.12 tahun 20047?
c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistemlgmgan hewan

ternak sitaan Satpol PP dikaji menuBaii’ muzayadah?

® Wawancara dengan RasyidBagian Perundang Undang-undangabinas Satpol PP
Dan WH Kota Banda Aceh



1.3.Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah :
a. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pelelangan rmégraak sitaan
Satpol PP kota Banda Aceh.
b. Untuk mengetahui tanggapan pemilik ternak terhaglafem pelelangan
hewan ternak berdasarkan Qanun no.12 tahun 2004.
c. Untuk mengetahui analisishukum Islam terhadagmsigielelangan hewan

ternak menuruBai’ muzayadah.

1.4.Penjelasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahariahistyang

terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukabérapa istilah sebagai berikut:

1.4.1. Sistem adalah peraturan, cara, jalan, susunan damgandangan teoti.
Menurut kamus Bahasa Indonesia adalah perangkair y@sg secara
teratur saling berkaitan sehingga membentuk sogalitas™®

1.4.2. Pelelangan adalah proses membeli dan menjual batangjasa dengan
cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawenaya lebih
tinggi, dan kemudian menjual barang kepada pendwaga tertinggi.
Dalam teori ekonomi, lelang mengacu pada beberapkamsme atau
peraturan perdagangan dari pasar modal.

1.4.3. Qanun Nomor 12 Tahun 2004

® Hamzah Ahmad dan Ananda SantoKemus Pintar Bahasa IndonesiéSurabaya :
Fajar Mulya, 1996), him. 348.

Tim Penyusun kamus Pusat Bahdsamus Besar Bahasa Indonesidakarta : Balai
Pustaka, 2003), him. 1076.



1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Qanun Nomor 12 Tahun 2004 adalah peraturan Daexalj ynengatur
tentang penertiban hewan ternak Kota Banda Acehddlam Qanun
Nomor 12 Tahun 2004 ditetapkan sistem pelelangag gilakukan oleh
Satpol PP jika pemilik ternak telah melanggar atudari sanksi yang
telah ditetapkan®

Hewan ternak adalah binatang yang dipelihara olenusia untuk
dibiakkan dengan tujuan produR$i.Yang dimaksud ternak dalam
penelitian ini adalah hewan yang berkaki empatntdianya kambing,
lembu, kerbau dan yang menurut Islam halal dagiadrayau dimakan.
Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dal@a@melihara
ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkatuPen Daerah.
Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Rlitgtapkan dengan
Peraturan Daerah.

Qanun adalah kata yang berasal dari bahasa Aralp lyararti undang-
undang. Qanun dapat juga bermakna kumpulan matéwnh yang
tersusun secara sistematis dalam suatu lembaraaranggng dikenal
dengan undang-undafy. Dalam kamus Bahasa Indonesia, Qanun
diartikan sebagai undang-undang, peraturan atab kitdang-undand.

Bai’ muzayadahadalah salah satu jenis jual beli di mana penjual

menawarkan barang dagangannya di tengah-tengam&ara lalu para

1029

“Qanun tentang Penertiban Hewan Ternak Nomor 12rt&t04 Kota Banda Aceh
2 |Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesjdakarta: Balai Pustaka, 2002), him.

13 Syahrizal Abbas, Syariat Islam di Acefyicangan Metodologis dan Penerapannya

(Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), tah.

% 1drus H. A.,Kamus Umum Baku Bahasa Indonesidakarta: Bintang Usaha Jaya,

1996), him. 57.



pembeli saling menawar dengan harga yang lebihgitisgmpai pada
harga yang paling tinggi dari salah satu pembalij terjadilah akad dan

pembeli tersebut mengambil barang dari perfjual.

1.5. Kajian Pustaka

Penelusuran referensi yang ada, terdapat bebepapelitian yang
berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukaanfaranya skripsi Khadijah,
Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry tahun 2008, yangribéul “Mekanisme
Pelelangan Barang Gadaian Dan Pengembaliannya Palisabah Debitur
Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian SfafBanda Aceh).”Isinya
membahas gambaran umum tentang mekanisme peleldagang gadaian dan
pengembaliannya pada nasabah debitur di PegadgaaialsBanda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pedgla barang
gadaian di Pegadaian Syariah Banda Aceh terdirbaderapa tahap, diantaranya
yaitu: pertama, pada hari lelang, barang kasep wgkag dilelang, oleh penjaga
gudang dibawa ke tempat lelang untuk diperlihatkepada umum dibawah
pengawasan/tanggung jawab ketua tim pelaksanaamgfél

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Akhyar Rizahkultas Syariah IAIN
Ar-Ranirytahun 2014, judul skripsiPenertiban Hewan Ternak di Kota Banda

Aceh Berdasarkan Qanun No. 12 Tahun 2004 (Analisigang Konsep Al-Milk

PHusen Al AwaysyahAl Mausu'ah Fighiyah KuwaitiyahKuwait, Juz 9, him. 9

6 Khadijah, ‘Mekanisme Pelelangan Barang Gadaian Dan Pengemimajia Pada
Nasabah Debitur Menurut Hukum Islam (Studi KasusPdgadaian Syari'ah Banda Aceh).”,
Fakultas Syariah,UIN Ar-Raniry, 2008
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At-Tam).” Isinya membahas gambaran umum tentang sistem {ametiewan
ternak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota BandahAc

Hasil menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran mdstaterhadap
hewan ternaknya, selain dari pada itu penertibag gilakukan dilapangan aparat
kurang tegas dan kurang dukungan dari para ulamapun implementasi dalam
ganun tidak bertentangan dengan koraepilk at-tammenurut Islant’

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Dedi Fennakltas Syariah IAIN
Ar-Raniry tahun 2011, judulMekanisme Pelelangan Ikan di TPI Calang Aceh
Jaya Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Teld@m Penerapan Konsep
Wakalah antara Pawang Boat Dengan Toke Bangkusihya membahas
gambaran umum tentang praktek pelelangan ikan géakukan oleh masyarakat
ditempat pelelangan ikan Calang Aceh Jaya, prosdmuntuk dan syarat-syarat
wakalah antara pemilik boat dengan toke bangku.Hasil pigrelmenunjukkan
bahwa praktek pelelangan ikan yang dilakukan oleasyarakat ditempat
pelelangan ikan Calang Aceh Jaya dilakukan dengasep wakalah atau
penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandaiygaisudah sesuai dengan
hukum Islam.

Berbeda dengan tulisan di atas, skripsi ini fokagiak pada sistem
pelelangan terhadap hewan ternak sitaan yang dkapaoleh pemilik ternak ke

tempat umum dan ini bertentangan dalam Qanun Ndahn 2004.

7 Akhyar Rizal, ‘Penertiban hewan ternak di Kota Banda Aceh berdasaQanun no.
12 tahun 2004 (Analisis tentang Konsep Al-Milk A, Fakultas Syari'ah, UIN Ar-Raniry,
2014
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1.6. Metode Penelitian
Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiahlset@emerlukan data-
data yang lengkap dan objektif serta mempunyai deettan cara tertentu sesuai
dengan permaslahan yang akan dibahas. Untuk tenlakga suatu penelitian
maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1.6.1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahakapsisini adalah
deskriptif analisis yaitu penelitian yang dimaksadkintuk menyelidiki keadaan,
kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan hal-leah, yang hasilnya dipaparkan
dalam bentuk laporan penelitifhDisini penulis memaparkan mengenai sistem
pelelangan hewan ternak sitaan Satpol PP. Kemutilaa)i sistem pelelangan
hewan ternak sitaan Satpol PP kota Banda Aceh $eidan Qanun No.12 tahun
2004 analisis menur@ai’ muzayadah
1.6.2. Metode pengumpulan data
Dalam pembahasan skripsi ini digunakan dua jesmelitian, yaitu:
1.6.2.1Metode field researchpenelitian lapangan )
Metode ini merupakan metode pengumpulan datafatda-fakta
yang terjadi dilokasi penelitian melalui observasiaupun

wawancara secara sistematis dan berlandaskan ‘Objek.

18 NasutionMetode Research (Penelitian limialtyakarta: PT. Bumi Aksara,2003),cet.6,
him. 32.

¥ Bagong Susyanto dan SutinaMetode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif

Pendekatan(Jakarta: Kencana,2006), him. 55.
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1.6.2.2Metode library researclipenelitian pustaka)
Pada metode ini, penelitian yang ditempuh oleh Igersebagai
dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaldand hal
kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini dengcgma membaca
buku-buku yang berhubungan dengan masalah yariiidite
1.6.3. Teknik pengumpulan data
Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, makealgemenggunakan
dua teknik pengumpulan data, yaitu:
1.6.3.10bservasiyaitu pengumpulan data langsung pada objek yaag ak
diteliti dengan cara melakukan pengamatan dan petiaca
langsung kegiatan sistem pelelangan hewan tertednsSatpol PP
di Kota Banda Aceh.
1.6.3.2Interviewwawancara adalah tehnik pengumpulan data yang
dilakukan untuk mendapatkan informasidengan mekgaju
beberapa pertanyaan kepada pihak Satpol PP KotdaBAneh
sehingga mendapatkan data yang akurat. Pertanyssgnkah
secara langsung dan terstruktur.
1.6.4.Instrumen pengumpulan data
Dari teknik pengumpulan data yangdilakukan, madaups menggunakan
instrumen yang berbeda-beda. Untuk teknik wawangaraulis menggunakan
instrument, yaitu buku atau kertas, alat tulis tipe recorder Sedangkan untuk
observasi penulis menggunakan instrument melinagsiang dengan mata ke

lapangan penelitian.
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1.6.5. Analisis data

Setelah semua data penelitian didapatkan, kemulitdah menjadi suatu
pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, rdelidjzkung oleh teori.
Analisis data yang digunakan dengan menggunakawodaeteskriptiinalisis,
yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskrigambaran secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai faktaafakifat-sifat serta hubungan
antara fenomena yang diteliti.

Pedoman dalam teknik penulisan skripsi ini penmiéujuk kepada buku
Pedoman Karya Tulis llmiah Mahasiswang diterbitkan oleh Fakultas Syariah
dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) ARniry Darussalam

Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pessba skripsi
ini, maka dipergunakan sistem pembahasannya datapatebab yang terurai
sebagai berikut:

Bab satu, berisi tinjauan umum yang meliputi labtetakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasalahstkajian pustaka, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas sistem pelelangan dalam péfsjsééan meliputi
landasan teoritis tentanai’ muzayadah,pengertiaBai’ muzayadah dasar
hukum Bai’ muzayadah rukun dan syaraBai’ muzayadah landasan hukum

dalam Qanun No. 12 Tahun 2004 dan sistem peleldmgaan ternak.
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Bab tiga, memuat tentangsistem pelelangan hewaakesitaan Satpol PP
Kota Banda Aceh ditinjau menurut hukum Islam madlipsistempelelangan
hewan ternak sitaan Satpol PP Kota Banda Aceh,gtgoa;m pemilik ternak
terhadap sistem pelelangan hewan ternak berdas@#&ann No.12 Tahun 2004,
tinjauan hukum Islam terhadap sistem pelelangamahewernak di kaji menurut
Bai’ muzayadah.

Bab empat, sebagai penutup memuat tentang kesimpian saran yang

sesuai dan berhubungan dengan permasalahan.



BAB DUA

LANDASAN TEORITISKONSEPBAI' MUZAYADAH

2.1. Pengertian Bai’ Muzayadah

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik rimeskipun ia
dinamakan Bai’ muzayadah dari kata zidayah yang bermakna tambahan
sebagaimana riba, namun pengertian tambahan dberbeda pada konsepnya.
Dalammuzayadatyang bertambah adalah penawaran harga lebih ddtachjual
beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelanigkdikan oleh pembeli maka
yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangikam praktik riba
tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan ydakg diperjanjikan
dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau batiaagi lainnya®®

Lelang(muzayadah)arti secara bahasaghahetimologi) adalatf*
all Fm g pmall Aalld) a3 L) g e LS

“Berlomba lombalah dalam menambah harga barang dmge yang

dipamerkan untuk dijual”.

Sedangkan secara istilah pengertrauzayadaladalah sebagai berikut:

G s pany o g led Gl 3 L e il )
L33 L Led il ) JA) e

2 |bnu rusyd Bidayatul Muijtahid Beirut, Libanon, juz. Il, 1992, him. 165.
*! Husein Al awaysyahAl mausu’ah Fighiyah Kuwaidiyalduz 9, him 9.

15
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“menyerahkan barang dagangan dan manusia atau ssdma lain saling

menambahkan harga terhadap barang itu sampai béripemambahan itu pada

penawar tertentu lalu dialah yang mengambilnya”

Atau juga:

Gl L Led (g sidiall ) Fia g (3 gmd) (B allinlu &8 W) (i ya Gl
SSY Galll ady

“Seorang penjual yang menawarkan barang dagangarkggasar, lalu para

pembeli saling menaikan harganya, lalu dia menjyalkepada yang membayar

harganya yang paling tinggi”.

Dalam istilah figh muamalahBai’ muzayadahatau jual beli lelang
adalah salah satu jenis jual beli di mana penjuahawarkan barang ditengah
keramaian, lalu para pembeli saling menawar deingaga lebih tinggi sampai
pada batas harga tertinggi dari salah satu pembakliterjadi akad dan pembeli
tersebut mengambil barang dari penfifatlang merupakan penjualan barang
dihadapan banyak orang dengan tawar menawar, \@aggtertinggi menawarnya
dia berhak membeli barang tersebilenurut Kamus Hukumelang adalah
penjualan di depan umum di mana barang-barang|dijeagan penawaran
tertinggi?*

Lelang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

304/KMK.01/2002 Tanggal 13 Juni 2002 tentang Petkirifelaksanaan Lelang

2 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-ShaRikih Ekonomi Keuangan IslanfJakarta:
Darul Haq, 2004), him. 110.

% E.M. Zulfajri dan Ratu Aprillia Senjakamus Lengkap Bahasa Indones{dakarta:
Difa Publisher, 2001), him. 524.

4 Subekti dan Tijitro Soedibid¢amus Hukum(Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), him.
70.
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adalah penjualan barang yang terbuka untuk umukndesiara langsung maupun
media elektronik dengan cara penawaran harga sksamadan atau tertulis yang
didahului dengan usaha mengumpulkan penfhat.

Lelang @uction menurut pengertian transaksi muamalat kontemporer
dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depamnurkepada penawar
tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barangnter kepada penawar yang
pada mulanya membuka lelang dengan harga rendalidi@msemakin naik
sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli @endarga tertinggi
sebagaimana lelang ala Belanddut¢h auctiopl dan disebut lelang naik.
Disamping itu, lelang juga dapat berupa penawararmartly pada mulanya
membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakénurun sampai
akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan rawatertinggi yang
disepakati penjual melalui jalur lelang sebagaisausi penjual untuk melakukan
lelang?®

Pelelangan adalah penjualan barang yang diadakategin umum
dengan penawaran harga yang semakin meningkatlategan persetujuan harga
yang semakin menurun atau dengan pendaftaran tdingana orang-orang yang
telah diundang atau diberitahukan sebelumnya tdilaéri kabar tentang harga

pelelangan atau penjualan dan diberi kesempatank umtang-orang tersebut

*Tim penyusun BPPK.Depkelelang Teori dan PraktelDiakses pada tanggal 18 Juni
2016 dari Situs http://www..go.id/index.php/com .

% AnonymousHukum Lelang dan Tendediakses pada tanggal 14 Juni 2016 dari situs
http: //feramuslim.com/konsultasi/figh-komtemporegm.



18

melakukan pelelangan dan membeli untuk menawamhsgga menyetujui harga
yang telah ditetapkaf.

Berdasarkan beberapa definisi lelang yang telagbdikan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwBai’ muzayadahatau lelang adalah salah satu jenis jual
beli dimana penjual menawarkan dengan harga ydoilg tieggi, sampai akhirnya
diberikan kepada pembeli dengan tawaran tertin§gofang penjual yang
menawarkan barang dagangannya ke pasar, lalupparbeli saling menaikkan
harganya, lalu dia menjualnya kepada yang membhgeganya yang paling

tertinggi harganya®

2.2. Dasar Hukum Bai’ Muzayadah

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beliawpain dengan cara
yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam dan syarat-syaratnya
sebagaimana diatur dalam jual beli secara umuni.Balehnya lelang adalah

firman Allah dalam suradn-Nisa’ayat 29:

Aa 4 ? e

o 55ad (8 o ) il K5 LUl 15K sale Fpaligdl
Y4 Laa ) 35 8 af &) 2l 1588 vy Kax el
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah k& saling memakan harta

sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengamjalerniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Raggnlah kamu

2" Rochmat SoemitroPeraturan dan Industri Lelang(Bandung:Angkasa, 2001), him.
23.
%8 Husen Al AwaysyahAl Mausu'ah Fighiyah KuwaitiyahKuwait, juz 9, him. 9.
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membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayapadamu”.

(QS. An-Nisa’: 29)

Dalam ayat yang lain, Allah SWT menegaskan bahihalalkan jual beli dan

diharamkan riba, sebagai dijelaskan dalam firmaa:Ny
§ Z P
PR IR A IR P
Lol a0as il Jals,
Artinya:...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan menglmakan riba...

(al-Bagarah:275).
Jika diperhatikan kedua ayat yang umum terseblats|gh bahwa Allah

SWT melarang hamba-Nya untuk memakan harta sesamsegara bathil,
kecuali dengan jalan yang baik. Dasar hukum diatasnerangkan hukum
pelelangan secara umum, lebih khusus kepada trsinsaldagangan, bisnis jual
beli dan melarang tegas orang memakan harta omngatau hartanya sendiri
dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengalanj bathil adalah
membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memb&ea orang lain dengan
cara bathil dengan berbagai caranya, seperti memg&adengan jalan riba, judi,
menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yetgl ini segala jual beli
yang dilarang syar&”
Di ayat yang lain juga Allah Swt berfirman:
Raa gl o 8581 6K 0l )

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengaka sama-suka

di antara kamu. (QS. Al-Bagarah : 282)

29 Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsil-Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006), him. 258.
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Kemudian firman Allah tersebut diperkuat oleh haging diriwayatkan

oleh at- Turmudazi:

mﬁﬁ\‘jg@\gjag)@%?\@ﬁju\duwuﬁ '
Ty aaan Gl 0ds B 008 2 atg s ol 0@ Al A

/;/

mhlﬁu.g_\ohb duuf dugwm&_uiﬂ;&ﬁ; dlans
Zj; d\sSwJALgJMUA d\ﬁe-’ e&uj&“\é‘adﬂ\d
Gl 340 06 BSE 51 (e ab s o &3 (e 0 by A u?

o0f o

G5 i) bl (6 (i 530 3275 300 Laalae (6 (e Sy b A

Artinya: Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelakighar yang datang
menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Sdab Nabi
saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidaka ad
sesuatu?“lelaki itu menjawab,“Ada. Sepotong kainang satu
dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, sertagkanuntuk
meminum air.“Nabi SAW berkata,“kalau begitu, bawal&kedua
barang itu kepadaku. “Lelaki itu datang membawany#abi saw
bertanya, “siapa yang mau membeli barang ini? “dal@eorang
sahabat beliau menjawab, “saya mau membelinya derrgaga satu
dirham. “Nabi saw bertanya lagi, “ ada yang mau nietinya dengan
harga yang lebih mahal? “Nabi saw menawarkannyagan dua atau
tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliagrkata, “Aku mau
membelinya dengan harga dua dirham. “maka Nabi Muoimad saw
memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau su@bg uang dua

dirham itu dan memberikannya kepada lelaki anshemsdbut. (at-
Turmizi).

Jika diperhatikan haglitersebut, dapat diketahui bahwa jual beli secara
lelang telah dipraktekkan sejak pada zaman RaablulBAWdan telah
dilaksanakannya secara terang-terangan di depammu(para sahabat) untuk
mendapatkan harga-harga yang lebih tinggi dari kpihanawar yang ingin

membeli sesuatu barang yang dilelang oleh Rashlskadiri. Dengan demikian,
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jelaslah bahwa praktik jual beli sistem lelang tebda dan berkembang sejak
masa Rasulullah SAW.
2.2.1. Pelelangan menurut para fugaha

Jual beli model lelangnfuzayadah dalam hukum Islam adalah boleh
(mubah) Ibnu Abdi berkata, “sesungguhnya tidak haram onparang kepada
orang dengan adanya penambahan harga (lelang)arddegepakatan di antara
semua pihak”. Adapun menurut lbnu ‘Abdil Barri agan kesepakatan
ulamatentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkéah menjadi kebiasaan
yang berlaku di pasar umat Islam pada masafalu.

Dalam muzayadahyang bertambah adalah penawaran harga lebih dari
dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjutduaila lelang dilakukan oleh
pembeli maka yang bertambah adalah penurunan taw&wadangkan dalam
praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalahbadan yang tidak
diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam guatau barang ribawi
lainnya®!

Adapun penjualan obyek hak tanggungan yang dilakukieh pihak
lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepadalitr, tanpa
sepengetahuannya, itu boleh dilakukan. Menuruthfagpenerapan tersebut dapat

dilakukan terhadap dua kasus dimana kreditur begpsikmenunda-nunda

% Jmam Ash-Shan’aniSubulus Salam, Darul Kutub Al-limiyaBeirut, Juz 2, 1995),
him. 30.
%1 |bnu RusydBidayatul Mujtahid (Beirut, Libanon, Juz. I, 1992), him. 265.
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pembayaran kewajiban hutangnya dan besarnya juimlidgding kreditur dapat
ditutupi (dilunasi) jika obyek hak tanggungan térsedijual®?

Menurut Muhammad dan Abu Yusuf (ahli ekonomi Isldbasik)
memperbolehkan menjual aset kekayaan (objek hajgtenrgan) pihak kreditur
jika gadhi (hakim) telah mengeluarkan putusan terhadapnydidak ditemukan
alasan pembenar untuk menunda penjualan tersebnjudfan tersebut dalam
semua kasus harus dilakukan atas sepengetajadin serta dihadiri oleh para
pihak dipasar barang yang akan dijual. Penjualajua bisa dilakukan dengan
cara lelang atau mendapatkan harga setinggi mursglgnai dengan harga pasar
pada saat lelang berlangsufig.

Sesuai dengan penjabaran diatas, pembayaran hyaaggdiputuskan
oleh gardhi dengan menjual obyek hak tanggungan yang beraaiagdin debitur
untuk melunasi hutang kreditur secara paksa matiak, merupakan suatu
kebolehan dalam hukum Islam, karena inilah kaidaddh terpenting dalam
sistem pengadilan untuk melindungi kemashlahatan haék-hak pihak debitur.
Penjualan barang tersebut sejalan dengan pelelaagandilakukan pada saat ini,

yang mana penjualan yang diputuskan ajathidi dalam hukum positif disebut

pelelangan eksekusi.

2.3. Rukun dan Syar at-SyaratBai’ Muzayadah.

32 \Wahbah az-zuhailiAl- Figh Al-Islami wa AdillatuhuJilid 8, (Jakarta: Gema Insani
dan Darul Fikr, 2011), him. 415.
*bid., him. 416
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Sebagaimana diketahui bahwa untuk sahnya setiapauserupa
perbuatan atau perjanjian, baik perbuatan itu megkiat dengan ibadah maupun
muamalah diharuskan untuk memenuhi ketentuan syamtu mengenai rukun
dan syarat-syaratnya. Adapun rukun dal@ai’ muzayadahadalah sebagai
berikut*

a. Al- Bai'(penjual) danal-musytar(pembeli). Keduanya hendaknya
rasyid (dewasa, mengerti) tidakafih (sempurna akalnya) dan bukan
kanak-kanak yang belum diizinkan untuk melaksandkamsaksi jual
beli.

b. Al-mabi’ (barang yang dijual), keadaannya harus barang yaurigah
(boleh dijual), suci, bisa diserahkan, dan diketableh pembeli
walaupun hanya sifat-sifatnya.

c. Sighat (perjanjian jual beli), yaituijab (penyerahan) dan kabul
(penerimaan).

d. Saling meridhai. Tidak sah jual beli tanpa keridhdeedua belah

pihak.

Dalam hal perjanjian jual beli secara garis besarmempunyai tiga

rukun,yaitu®®

a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli

% Muhibbuthabary,Figh Amal Islam Teoritis dan Prak{isBandung: Aulia Grafika
2012), him. 157.

* Yusuf Alsubaily, FighPerbankanSyari'ah : Pengantar Figh Muamalah Dan
Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern, Alih Bahasa: EngaTarmizi (TTp : Darul llmi, t.th.),
him. 6.
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b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.

c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukedula belah pihak
yang menunjukkan mereka sedang melakukan trangsdikitindakan itu
berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

MenurutKompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, unsur jusdli ada tiga,
yaitu:>°

a. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perg@njjual beli terdiri
atas penjual, pembeli dan pihak-pihak lain yantbter dalam perjanjian
tersebut.

b. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang heud dan benda yang
tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yarak tliergerak, dan
yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syaodlijek yang
diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Baranggydijualbelikan harus
ada, barang yang dijualbelikan harus dapat disarghkarang yang
dijualbelikan harus berupa barang yang memilikiéoaertentu, barang
yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijekl#an harus diketahui
oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikanus diketahui,
penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung okahbeli tidak
memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang vydigal harus
ditentukan secara pasti pada waktu akad.

c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengasartullisan dan

isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

**Mardani,Figh Ekonomi Syariah(Jakarta: Kencana 2013), him. 102-103.
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Al-‘agidani terdiri atas dua pihak: pihak penjual dan pihakipeli; dan
untuk melaksanakaagaditu harus memenuhi beberapa syarat, antara fain:

a. Berakal, orang gila atau dungu tidak sah melakykahbeli karena orang
yang tidak berakal itu bebas dari hukum taklifi.

b. Dengan kehendak senditdgad yang dilangsungkan atas paksaan adalah
tidak sah.

c. Keadaan tidak di bawah pengampuan karena hart@y graamy di bawah
pengampuan itu berada di tangan walinya. Keadaselet sesuai dengan
maksud dalam firman Allah Swt. yang berbunyi:

b 2500 L 1A Jan T &0 SLALT 1485 Y5
o 18,35 Y38 2110 85 2 SLRT
Artinya: "Janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-otaodph, yang
mana Allah menjadikanmu pemeliharanya dan berilaraka belanja
dan hartanya itu (yang ada di tanganmujQS. an-Nisa’ : 5).

d. Baligh (dewasa), anak kecil tidak sah melakukah lpedi. Adapun anak-
anak yang sudah mengerti tetap belum sampai umuasiéE menurut
pendapat sebagian ulama, mereka dibolehkan begjudiarang yang
kecil-kecil saja,karena kalau tidak dibedakan saekali, sudah tentu akan
menimbulkan kesulitan dan perselisihan. Sementayagama Islam tidak
menghendaki kesukaran kepada pemeluknya, sebagaimgang

dimaksudkan dalam firman Allah SWT:

*’Aiyub ahmadFikih Lelang,( Jakarta Selatan : Kiswah 2004). Him. 22- 23.
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Artinya: Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiNya yang telah
diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakanmiK@gengar dan
kami taati". Dan Dbertakwalah kepada Allah, sesurigga Allah
Mengetahui isi hatimu(QS. Al- Maidah 7)

Sehubungan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW exkab

ketentuan sebagaimana dilukiskan dalamdiaeliau yang bermakna:

(aleplols)) ) pa¥s ypa¥
“Tidak ada mudharat dan tidak pula memberikan muatiar(Hads Riwayat

lbnu Majah¥®
Shighatadalah alat untuk mengungkapkan keinginan daakpgembeli

dan pihak penjual. Alat tersebut dapat berbentkapan lisan, tulisan atau pun
lainnya. Ungkapan dari pihak pertama disetijgb” dan dari pihak kedua
disebut ‘abul.**Adapun yang dimaksud dengdfijab” adalah ungkapan
kehendak yang keluar pertama kali dari salah sgoemara dua pelakagad
sedangkan yang dimaksud dengan gabul adalah urmgkggeg keluar sekali
ijabyang dinyatakan oleh salah satu pihak, dan peragata merupakan jawaban

dariijab tersebut.

¥ |bnu Majah,Sunan Ibnu MajahJuz II, ( al-Qahirah: Isa al-Babi al- Halabiht){ him.
784.

%9 |bnu Abidin, Hasyiyah Rad al — Mukhtaduz 1V, (al-Qahirah : Musthafa al- Halabi,
t.th. ), him. 507.
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Agar shighat (ijjab dan gabu) dapat dipandang sabhighatitu harus
memenuhi beberapa syarat, yaftu:

a. Bersambungjab dangabul ljab baru dianggap bersambung dengan
ucapan atau ungkapaabul apabila: pertama, penyeré&mujib) tidak
menarik ijabnya ketikagabul dilaksanakan. Kedua, antafjab dan
gabultidak diselangi oleh hal-hal yang menunjukkjaf harus batal.
Ketiga, kedua belah pihak saling mengetahui apa yhnngkapkan

oleh pihak lain. Keempaagaditu dilakukan dalam satu majelis.

(on

. Adanya keserasian antajab dangabul.

o

ljab dangabulharus dengan sengaja dan pasti.

o

. ljab dangabulkeluar orang yang cakap.
e. ljab dangabultidak bersifat sementara.
2.3.1. Syarat-Syarat Jual Beli.
Setiap barang yang menjadi objelgad (al-ma’qud ‘alaih) ataupun
harganya harus memenuhi syarat-syarat sebagaub&rik
a. Barang itu harus suci.

Tidak sah menjual najis, baik barang itu sendirupum harganya. Apabila
menjual suatu barang yang bernajis dan tidak ddipatikan, ‘agad penjualan itu
menjadi batal (tidak sah) kerenanya. Demikian puot@ngenai harganya,

sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Saw. dalata kadi:

o) 5 olia¥ly sy Al s Al jedll g as 4l a4 ) ()

G

% Muslim Ibrahim AbdurraufNahriyah al-‘Igalah ‘Fial-Figh al-Mugarran (al- Qahirah:
Jami’ah al- Azhar, 1983), him. 263.
“1 Aiyub Ahmad,Fikih Lelang(Jakarta Selatan : Kiswah 2004). Him. 27-30.
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Artinya: “Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharafoighieli arak,

bangkai, babi dan patung’{ Hadits Riwayat Muslim§?

b. Barang yang dijual itu bermanfaat.

Dengan demikian tidak boleh memperjualbelikan bgrgang tidak
dapat diambil manfaatnya, begitu pula mengambibefzagai suatu barang untuk
alat pertukaran, seperti: lalat, kutu busuk, nyanaai lain-lain yang tidak
bermanfaat. Sebab memperjualbelikan atau mempekukaarang yang tidak
bermanfaat sama dengan melaksanakan sesuatu yasi@q $agha atau boros
(mubadzij. Bahkan yang demikian itu dilarang dalam islarhag@imana yang

disebutkan dalam firman Allah Swt dalam (QS. Atal7):
' w }léﬁ.a _ .- P V&, e _ F S %’/ﬂén&
YV 15 ) Gl G8 5 Calanll G 6A) 13558 G0l

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang menyia-menyiakara hagtnboros
itu adalah saudara syaithan; dan syaitan itu kukepada Allah” (al-
Isra’ : 27).
c. Barang-barang yang dijual itu benar-benar milikjpai
Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa dalam pfesge Hadit
Rasulullah, memperjualbelikan suatu barang selaiikrmga atau belum ada izin
dari pemiliknya (dikuasakan atau diwakilkan) dilageaoleh agama dan penjualan
itu dianggap tidak sah.

d. Barang itu dapat diserahkan.

2 Imam Muslim, Shahih Muslim Juz I, (al-Qahirah: Isa al-Babi al-Halabi, ffthim.
689.
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Barang yang tidak dapat diserahterimakan tidak dipkrjualbelikan,

seperti menjual ikan yang masih dalam kolam atamub&k dan menjual yang

masih dalam kandungan induknya.

e. Diketahui barang dan harganya.

Memperjualbelikan suatu barang haruslah diketakuoisj barang dan

harganya oleh kedua belah pihak, baik yang meny#nd&ngan zat, bentuk,

ukuran maupun sifatnya.

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalauatu akad tujuh

syarat yaitu*?

a.

Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaanraiadua belah pihak
untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsal@nny

Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakakad, yaitu orang
yang telah baligh, berakal dan mengerti.

Harta yang menjadi objek transaksi telah dimilikbslumnya kedua
pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang bellimiliki tanpa seizin

pemiliknya.

Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan aggtma. Maka, tidak
boleh menjual barang haram seperti khamar (minukesas) dan lain-
lain.

Objek transaksi adalah barang yang biasa disenatatiesin.

Objek jual beli tidak diketahui oleh kedua belahgk saat akad. Maka

tidak sah menjual barang yang tidak jelas.

#Zakaria Al- AnshariHasyiah Ibn Abidin(Beirut: Dar El- Fikr, t.th.)hlm. 2-4.
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g. Harga harus jelas pada saat transaksi. Maka tidbkjugl beli dimana
penjual mengatakan: “aku jual mobil ini kepadamug#n harga yang
akan kita sepakati nantinya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa rukun daratgyarat jual beli
sangat menentukan sah atau tidaknya suatu trarjgakbeli tersebut. Karena itu,
rukun dan syarat jual beli merupakan landasan ut@dalem kegiatan muamalah

khususnya dalam aktivitas perekonomian.

2.4. Landasan Hukum dalam Qanun No. 12 Tahun 2004
Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahw#,2pihak
Pemko Kota Banda Aceh mengeluarkan aturan-aturdgarg penertiban hewan.
Tujuan adanya aturan ini untuk meningkatkan pedoemtihewan-hewan yang
berkeliaran dalam Wilayah Kota Banda Aceh yang rganggu ketertiban umum
dan meresahkan masyarakat. Pada ketentuan iniVBaalam Pasal 8 dalam
Qanun No. 12 Tahun 2004 dijelaskan tentang samkdiss kepada seseorang
yang melanggar aturan. Rinciannya sebagai berikut:
1. Hewan-hewan yang dilepaskan dan/atau berkeliaréamd&ota ditangkap
oleh petugas/tim penertiban yang ditunjuk oleh Rertah Kota.
2. Hewan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalarn (ayadibubuhi
cap/stempel pada bagian tubuhnya dan dibuat berdea penangkapannya,
kemudian ditempatkan pada tempat penitipan hewaigy yisediakan oleh

Pemerintah Kota.
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Hewan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalain(Byaitempatkan

pada tempat penitipan hewan yang disediakan oletef&ah Kota.

Hewan yang telah dibubuhi cap/stempel satu kaliudtam hewan tersebut

dijual/dimiliki atau dikuasai oleh orang lain, kedhan ternyata tertangkap

lagi oleh Petugas/tim Penertiban maka dianggapgselartangkap kedua
kalinya.

Hewan-hewan yang ditangkap, dalam batas waktu maksi (tujuh) hari

dapat diambil kembali oleh Pemilik/pemeliharanyaagin memperlihatkan

surat keterangan kepemilikan dan membayar biayaliesnaan/perawatan.

Biaya perawatan/pemeliharan sebagaimana dimakdachdeyat (5) sebagai

berikut

a. Sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 100.000 (seratwsuyiah) per hari per
ekor.

b. Kambing, biri-biri sebesar Rp 50.000 (lima puluburrupiah) per hari per
ekor.

c. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksudndayai (5) hewan
tersebut tidak diambil oleh pemilik/pemeliharaniyayvan dimaksud akan
dilelang di muka umum sesuai dengan ketentuan gangiundangan
yang berlaku.

d. Bagi hewan yang ditangkap untuk kedua kalinya oRdtugas/tim
Penertiban, maka hewan-hewan dimaksud akan dipolisegbelih

untuk dijual kepada umum.
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e. Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayatdén hasil
penjualan daging sebagaimana dimaksud dalam ayadaf@t diambil
oleh pemilik/pemeliharanya setelah dipotong biayaawatan, honor
petugas dan biaya administrasi dalam batas waktujuh) hari setelah
hari pelelangan/pemotongannya.

f. Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukasmkansemua uang
dimaksud akan disetor ke Kas Daerah Kota Banda Asebagai

penerimaan daerdf.

2.5. Sistem Pelelangan
Berdasarkan syarat dan ketentuan pelelangan yaaturdidalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK. 06/2@t®ygal 6 Agustus 2013
yaitu:*®
1. Penjualan lelang ini dilaksanakan menurut undardgog lelang dengan
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/P08Kk2013 tanggal
6 Agustus 2013.
2. Peserta lelang setuju bahwa transaksi yang dilakohkelalui aplikasi ini
tidak boleh melanggar peraturan perundang-undarygagy berlaku di

Indonesia.

*Qanun tentangenertiban Hewan No. 12 Tahun Kota Banda A&t VI tentang
Sanksi, Pasal 8

*Kementrian keuangan RPelaksanaan Lelangliakses pada tanggal 1 september 2016,
https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id .
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. Peserta lelang wajib tunduk dan taat pada semadupan yang berlaku di
Indonesia yang berhubungan dengan penggunaangardan komunikasi
data baik di wilayah Indonesia maupun dari dan&elilayah Indonesia.
. Orang atau badan hukum/badan usaha yang masuk difian pihak
yang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengiketang, tidak
diikutsertakannya menjadi peserta lelang.

. Waktu yang digunakan adalah waktu Indonesia Bagaat (WIB).

. Peserta lelang dapat penawaran tertinggi yang tebamcapai atau
melampaui Nilai Limit disahkan oleh pejabat lelasgbagai pembeli.
Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta leldaggan penawaran
tertinggi, peserta lelang yang melakukan penawasatebih dahulu
disahkan sebagai pembeli.

. Bea lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungauaedengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013rignémis dan taraf
atas jenis penerimaan negara bukan pajak yangkbepkda Kementrian
keuangan.

. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pendidakukan secara
tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pstaiaan lelang.

. Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterimaddesanggap sah
sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang p&hbeli, jika
cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggotainkjj dananya

mencukupi dan dapat diuangkan.
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10.Peserta lelang yang telah disahkan sebagai perbbgtnggungjawab
sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayarainglelan biaya-
biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundadgngan pada
lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bdak selaku kuasa dari
seorang, perusahaan atau badan hukum.

11.Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayardande sesuai
ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hara keerikutnya
pengesahannya sebagai pembeli dibatalkan secdudistaleh pejabat
lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimangadyanaksud dalam
Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Remn dapat
dituntut ganti rugi oleh penjual.

12.Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasaianggar yang
dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaraandgl Apabila
pembeli melanggar ketentuan ini, maka dianggaph telalakukan suatu
tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh pihakgyaerwajib.

13.Barang yang telah terjual pada lelang ini menjamk dan tanggungan
pembeli dan harus dengan segera mengurus baraetuer

14.Pembeli akan diberikan Kutipan Risalah Lelang urkagentingan balik
nama setelah menunjukkan Kkuitansi pelunasan pemdayelang.
Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau banguraus disertai
dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB.

15.Kutipan Risalah Lelang diambil secara langsung opsmbeli atau

kuasanya di KPKNL yang menyelenggarakan lelang.
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16.Bagi peserta lelang yang tidak disahkan sebagabeknmuang jaminan
penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikkkabaseluruhnya
tanpa potongan. Apabila bank yang digunakan pedeldag berbeda
dengan bank yang dipakai KPKNL, peserta lelang ddix&nakan biaya
sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank.

17.Dalam hal pada hari dan waktu pelaksanaan lelaggefppan pemenang
lelang) terjadi kahar atau gangguan teknis terkaitaksanaan lelang
dengan penawaran melalui surat elektronik di KPKdékupa daya listrik,
gangguan jaringan, dan/atau gangguan aplikasitsigielaksanaan lelang
(penetapan pemenang lelang) akan:
a. Ditunda waktunya, tetapi tetap pada hari yang sama,;
b. Dijadwalkan kembali, apabila kondisi kahar belunlilpypada hari

tersebut.
18.Dalam hal terjadi pembatalan lelang akibat ksinklahar, peserta lelang

tidak berhak menuntut ganti rugi.

19.Pejabat lelang/KPKNL tidak menanggung atas keben&eterangan-
keterangan tentang keadaan sesungguhnya dan kedd&am atas
Barang yang dilelang tersebut, seperti luasnyasklaatasnya, perjanjian

sewa menyewa dan menjadi resiko pembeli.
20.Penawar/pembeli dianggap sungguh-sungguh telah eteng apa yang

telah ditawar olehnya. Apabila terdapat kekurang@niisakan baik yang

terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka pengweambeli tidak berhak
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untuk menolak atau menarik diri kembali setelah lpelfan disahkan dan

melepaskan segala hak untuk meminta kerugiansgasatu apapun juga.

21.Peserta lelang bertanggungjawab penuh atas isatkanelektronik yang

dilakukan dengan menggunakan aplikasi ini.

22.Peserta lelang dianggap melakukan penawaran ssmdaa tanpa paksaan

dari pihak mana pun.

23.Peserta lelang wajib menjaga kerahasldser 1D danpasswordnasing-
masing.

24. KPKNL tidak bertanggungjawab atas segala akibayal@hgunaan akun

peserta Lelang.

25.KPKNL tidak bertanggungjawab atas segala kerugiamgydialami oleh
peserta lelang akibat tindakan pihak lain yang ratasnpamakan

KPKNL/DJKN.

26.Peserta lelang dilarang saling mengganggu prosessaksi dan/atau

layanan lain yang dilakukan dalam aplikasi ini.

27.Peserta lelang setuju bahwa usaha untuk memaniplai@s mengacaukan

sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakatanggar hukum.

28.Semua informasi yang sah terkait dengan transasrgan hanya dapat

diperoleh dengan mengakses aplilagiuctionDJKN.

29.Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau bdi&kin oleh

pembelian dalam lelang ini, para pembeli dianggdght memilih tempat
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kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubda p&KNL yang

menyelenggarakan lelang.

30.Khusus untuk pembelian dalam lelang ini, maka pangpembeli tunduk
pada hukum perdata dan hukum dagang yang berldkdahesia.

Dilihat dari segi penawarannya, dalam pelelang&erdil dengan dua
sistem, yaitu sistem pelelangan dengan penawasan llan sistem pelelangan
dengan penawaran tertuffs.

a. Sistem pelelangan dengan penawaran lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini diipadakan lagi, yaitu
dengan penawaran lisan harga berjenjang naik detapgan dengan penawarn
lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pel@ardgngan penawaran harga
berjenjang naik, juru lelandvendumeestg¢r menyebutkan harga penawaran
dengan suara yang terang dan nyaring didepan panaat/pembeli. Penawaran
ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudianglalet diadakan tawar
menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajpgaawarannya dengan
harga yang tertinggi.

Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisaa bargenjang turun,
juru lelang menyebutkan harga penawaran pertamgademarga yang tinggi atas
suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawtegdimggi tersebut belum
ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturudikandemikian seterusnya
sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelanganawaran lisan dengan

harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

**Aiyub Ahmad,Fikih Lelang Dalam PerspektifHukum Islam dan HukRasitif, (Jakarta
: Kiswah 2004), him. 77
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b. Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis insabiga diajukan
didalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajulengdn penawaran tertulis ini,
pertama juru lelang membagikan surat penawaran yelaf disediakan (oleh
penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) keparh peminat/pembeli untuk
diisinya.Dalam surat penawaran tersebut, para pfpembeli menulis nama,
alamat,pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri asmlbagai kuasa; dan syarat-
syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan lsanygaknya barang yang
ditawarkan.

Sesudah para peminat/pembeli mengisi surat penavarsebut, semua
surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan émmpat yang telah
disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangasteldh juru lelang membaca
risalah lelang, membuka satu persatu surat penawgaag diisi oleh para
peminat/pembeli sebagai penawarn tertinggi/terergtfagai peminat/pembeli.
Jika terjadi persamaan harga didalam penawaranahamgjnggi/terendah itu,
dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelirgragysah, atau dengan cara
lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengara perundingan.

Dalam praktik pelelangan, sistem pelelangan yamingedigunakan
adalah sistem pelelangan dengan penawaran lisaga H@erjenjang naik dan
sistem pelelangan dengan penawaran tertulis. Adi@apit akhir-akhir ini sistem
pelelangan dengan penawaran tertulis sering digumdial ini disebabkan sistem

tersebut lebih praktis dalam penggunaannya dart dagracapai harga tertingdi.

“Ibid. HIm. 79.
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Dalam jual beli sistem lelang, diberikan hak kepamenjual untuk
menentukan salah satu dari tiga macam penawar#n; partama,penawaran
dengan berjenjang naik; kedua, penawaran denggenjzerg turun; dan ketiga
penawaran secara tertulis. Cara penawaran meruiah satu syarat lelang
sehingga harus dimuat dalam kepala umum (hadiritykudiketahui pada waktu
lelang akan dimulai. Dalam setiap jual beli, haata kata sepakat untuk
mengadakan jual beli, jika belum ada kata sepaddainipterjadi jual beli menurut
hukum positif. Namun, menurut hukum Islam kata kapdu harus dilahirkan
ijab dangabul Itulah yang menentukan sah/tidaknya jual beli unenhhukum.
Namun, dalam jual beli sistem lelang ada perbedagnmitu pihak penjual yang
lebih berhak menentukan harganya tanpa harus adaskpakat secara jelas
antara dua belah pihak, tetapi pada sisi lain, ndatistem lelang ada cara
penawaran secara terbuka yang dianggap sah mdnkuin. Dengan kata lain,
dalam sistem lelang ada kebebasan memilih bagi pereeli bergantung pada
tingkat kemampuannya masing-masing. Biasanya peaawgang tertinggilah
yang diunggulkan.

Jual beli jika memenuhi segala rukun dan syaratelgh sah menurut
hukum Islam, sedangkan menurut hukum positif sahsyatu persetujuan
diperlukan empat syarat, yaitpertama sepakat mereka mengikatkan dirinya;
kedua kecakapan untuk membuat suatu perjanjatiga suatu hal tertentu; dan
keempatsuatu sebab yang halal.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukglalangan adalah

sebagai berikut:
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1. Bukti dari pemohon lelang.
2. Bukti pemilikan atas barang.
3. Keadaan fisik dari bararf§.

Bukti dari pemohon lelang ini diperlukan untuk metahui bahwa
pemohon lelang tersebut benar-benar orang yangakedmtuk melakukan
pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemdblang tersebut
bertindak sebagai kuasa, harus ada kuasa dari pekuzsa. Jika pelelangan
tersebut atas permintaan hakimatau panitia uruisg@ang negara, harus ada surat
penetapan dari pengadilan negeri atau panitia aniséang negara.

Kemudian, bukti pemilikan atas barang diperlukartuknmengetahui
bahwa pemohon tersebut merupakan orang yang bethakbarang dimaksud.
Bukti pemilikan ini, misalnya tanda pembayaran,asubukti hak atas tanah
(sertifikat) dan lainnya.Di samping itu,keadaarikfidari barang yang dilelang
juga perlu untuk diketahui kondisi sebenarnya tarang yang akan dilelang.
Untuk barang bergerak, harus ditunjukkan mana lgargang akan dilelang;
sedangkan untuk barang tetap seperti tanah, hatusjuttkan sertifikatnya
apabila tanah tersebut sudah didaftarkan atau dkawk Adapun tanah yang
belum didaftarkan/dibukukan harus diketahui diméetak tanah tersebut dan

bagaimana keadaan tanahnya, dengan disertai kgaerdari pejabat setempiat.

*®Aiyub Ahmad,Fikih Lelang him. 94-95.
“9 Ibid, him. 93.
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Dilihat dari syarat-syarat yang telah ditetapkamsdbut, jual beli sistem
lelang dipandang sah menurut hukum Islam maupururhukositif. Karena
mengandung unsur kata sepakat, yang diimbangi dehgl dan kewajiban,

objeknya tertentu, dan mempunyai sebab yang hatakumemiliki suatu benda.



BAB TIGA

SISTEM PELELANGAN HEWAN TERNAK SITAAN SATPOL PP KOTA
BANDA ACEH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. Sistem Pelelangan Hewan TernakSitaan Satpol PP K ota Banda Aceh

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PRilahd perangkat
Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentramankel@mtiban umum serta
menegakkan peraturan daerah. Untuk mengoptimakiaerja Satpol PP perlu
dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu ukend terwujudnya
kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan ter&enataan kelembagaan Satpol
PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepad@aialah penduduk di suatu
daerah, tetapi juga bertugas menertibkan hewag parkeliaran di seputaran
wilayah Kota Banda Aceh.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganoN@87/KMK
01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tetehtukan tahapan-tahapan
dalam melaksanakan lelang barang tanggungan. A@angat) tahapan pokok
dalam pelaksanaan lelang barang hak tanggungaty: ya&rtama persiapan
lelang, kedua pelaksanaan lelang, ketika risalEmde dan keempat pembukuan
dan pelaporan lelang. Adapun penjelasan terhadepnpat tahapan tersebut
diatas, adalah sebagai berikut:

3.1.1. persiapan lelang
a. Permohonan lelang
pemilik ternak ataupun peserta lelang melakukanupéam secara lelang

melaului Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan pel@PKNL), harus
42
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mengajukan surat permohonan lelang secara tekefiada kantor PKNL untuk
dimintakan jadwal pelaksanaan lelang. Surat permamalikeluarkan setelah 7
(tujuh) hari masa pemberitahuan kepada pemilikaterilari yang ke 8 (delapan)
baru disebarkan berita lewat surat untuk kepala,ddan pihak aparatur desa
memberikan himbauan kepada masyarakat yang memikknak dalam
pernyataan tertulis bahwa binatang ternak akatadiedan ketentuan selanjutnya
harus melengkapi dokumen persyaratan lelang sdengan jenis lelangnya. Tata
cara permohonan diatur lebih lanjut oleh kepalaabhddlang sesuai perundang-
undangan yang berlaRd.
b. Penjualan harga lelang

Dalam penjualan lelang, pihak pelelang/pesertardelaertanggungjawab
terhadap keabsahan kepemilikan barang, dokumen ygratan lelang,
menyerahkan hewan ternak sitaan dan dokumen keabspémilik kepada
pembeli.Pihak Satpol PP dan peserta lelang sama-samiliki tanggung jawab
terhadap gugatan secara perdata maupun pidanadjbielang jika kedua belah
pihak melanggar pada ketetapan tersebut. Penjpelanik lelang dapat
mengajukan syarat-syarat lelang tambahan sepaitigalg bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan. Sistem penjualanitipatddari kondisi fisik
binatang ternak dan ketentuan harganya disesudisagan harga pasar dan juga

dalam kehidupan sehari-hafi.

®l Wawancara dengan Zakhwan, Kasi antar hubunganletabaga/penyidik PNSdi
Kantor Satpol PP pada tanggal 28 juli 2016 di ketambaiturrahman, Banda Aceh,

*Wawancara denganZakhwan dkk, Kasi antar hubungaraimbaga/ Penyidik PNS di
Kantor Satpol PP pada tanggal 28 juli 2016 di Keami@mn Baiturrahman, Banda Aceh
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Pada penentuan harga dasar dalam pelelangan, yangajukan harga
awal ketika proses lelang adalah perwakilan desiaimsi Dinas Peternakan dan
instansi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Hatang (KPKNL).
Menurutpihak Satpol PP yang merujuk pada QanunI®oTahun 2004, maka
pihak Satpol PP dalam melakukan pelelangan padarhdéernak yang disita,
pemilik ternak tidak memiliki hak untuk membukadeyy dan menentukan harga
awal pada hewan ternak, bahkan pemilik ternak taibkritahukan secara lisan
maupun dalam bentuk surat bahwa hewan ternaknyadilkéukan pelelangan di
kantor satpol pp, hanya pemberitahuan diberitakaland bentuk surat yang
diserahkan kepada aparatur desa. Akan tetapipetaitiak diperbolehkan untuk
ikut serta menjadi peserta dalam proses le¥ang.

c. Tempat lelang

Lokasi pelelangan lelang harus dalam wilayah k&gator Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), namun tidak uhgm kemungkinan
lelang dapat dilakukan di tempat barang berada ptewdi luar wilayah kerja
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKRé&hgecualian terhadap
ketentuan hanya dapat dilaksanakan setelah mengepsgtujuan tertulis dari
pejabat yang berwenang seperti tempat pelaksamamgleli luar wilayah kerja
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKdétyali ditentukan lain
oleh peraturan yang berlaktPada proses eksekusi lelang kebanyakan dilakukan

di kantor Satpol PP tidak di Kantor Kekayaan Negatan Lelang

>* Hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Bawg#, Rasyidin dkk, diakses pada
tanggal 29 Juli 2016.

** Wawancara dengan Agus Sulaiman, Provos Satpol @@ mnggal 28 Juli 2016 di
Kantor Satpol PP, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh
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(KPKNL),karena permintaan dari kebijakan pegawaitka Satpol PP. Eksekusi
lelang telah terjadi pada tahun 2012 sebanyak &) (kiali eksekusi lelang, tahun
2013 sebanyak 2 (dua) kali dan ditahun 2015 har(gati) kali.
d. Syarat lelang

Ketentuan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negard.damg (KPKNL),
Banda Aceh ditentukan syarat-syarat lelang secatarusebagai berikut:

1) Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan, jumlahg jaminan
lelang ini tergantung pada besar kecilnya objek taakjgungan yang
dilelang.

2) Penawaran lelang dilakukan secara lisan maupuwatuli

3) Pemenang lelang wajib membayar harga lelang sdoaa dalam
kurun waktu 1 hari kerja.

4) Peserta lelang tidak dapat mengajukan keberatardjkemudian hari
telah dilakukan pembatalan atau ditunda oleh KarRetayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh.

e. Penundaan pada pembatalan lelang

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkangan
permintaan penjual atau penetapan provisional gtatusan dari lembaga
peradilan umum.Penundaan dan pembatalan lelandnanis diajukan secara
tertulis kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negard ding (KPKNL) selama
jangka waktu 3 (tiga) hari jam kerja sebelum tahggalaksanaan lelang

dijalankan®®

%5 Menteri Keuangan Nomor: 304/KMK 01/20@¢glaksanaanLelandasal 1 angka 11.
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f. Uang jaminan lelang

Setiap lelang disyaratkan adanya uang jaminan panaawelang. Jumlah
uang jaminan lelang ini tergantung pada besar mgibbyek hak tanggungan
yang dilelang. Uang jaminan lelang adalah uang ydisgtor sebelum lelang
terlaksana sebagai syarat untukmenjadi pesertaglel@alam penyetoran uang
jaminan penawaran lelang ditransfer melalui rekgnKantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau langsunBémdahara Penerimaan
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKa&a) Penjabat Lelang
kelas | untuk lelang yang diselenggarakan oleh #tamelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang yang diselenggarakan oleh KaR@layanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL). Bagi peserta lelang yditgnjuk/tidak ditetapkan
sebagai pemenang lelang, maka mereka dapat mendamibali uang jaminan
tersebut tanpa potongan apaptin.
g. Pengumuman lelang

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan, pengenmi@ngumuman
lelang adalah: “suatu usaha mengumpulkan peminatdiaentuk pemberitahuan
kepada khalayak ramai tentang akan diadakan suatjuglan secara lelang
dan/atau sebagai persyaratan lelang berdasarkatugzer-peraturan perundang-

undangan yang berlakd®.

**Hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kota BantkhAZakhwan dkk, diakses
pada tanggal 28 Juli 2016
" Kep. Menkeu Nomor: 304/ KMK 01/2002 Pasal 1 angjka
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Penjualan secara lelang harus didahului dengan upangan lelang
dengan cara penjual harus menyerahkan bukti pengamini meliputi>®

a. ldentitas penjual.

b. Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan ledélagsanakan.

c. Jenis dan jumlah barang.

d. Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan lkhustuk barang tidak

bergerak berupa tanah dan/ atau bangunan.

e. Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak.

f.  Waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang,

g. Uang jaminan penawaran lelang meliputi besarargkgrwaktu,cara

dan tempat penyetoran.

h. Nilai limit (harga tawar pertama obyek hak tanggamg

i. Cara penawaran lelang dan,

j. Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pantglelang.

Pengumuman lelang pada pelelangan barang tidakerdadrgdijual

bersama-sama dengan barang bergerak. Pengumumiankdih dua kaliberselang
15 hari. Pengumuman pertama diperkenankan tidakyguerakan surat kabar
harian, cukup dengan selembaran yang mudah dilbelc&loalayak ramai.

Kemudian pengumuman kedua harus dilakukan melatat &abar harian
dan selambat-lambatnya dilakukan sehari sebeluakgmhaan lelang. Sedangkan

terhadap barang yang bergerak dilakukan satu tali l@abih melalui surat kabar

8 M. Yahya HarahafRuang Lingkup Permasalahan Eksekusim.155.
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harian yang dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (ghamsebelum pelaksanaan
lelang®®
3.1.2. Pelaksanaan lelang

Pelaksanaan lelang dilakukan menurut urutan-ursgdagai berikut:

a. Setiap lelang harus dilaksanakan dihadapan pejalzatg. Jika hal
initidak dilakukan maka pelelangan tersebut tidak s

b. Khusus pelelangan eksekusi harus dilaksanakaneskceysung.

c. Penawaran tertinggi yang dilakukan oleh pesertatgkecara tertulis
dengan nilai yang sama atau melampaui batas, mgkhat lelang
berhak menentukan satu pemenang dengan melakuksaawaen
secara lisan yang hanya diikuti oleh peserta leyamg penawarannya
sama tingginya.

d. Besarnya biaya lelang tergantung pada jenis bargaigy akan
dilelang, besar biaya lelang akan ditanggung olemjyal. Hal
inisebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 sampgadePasal 34
Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 337/KMK.01/2008sarnya
biaya yang dikenakan kepda pembeli, yaitu berkisdara 3 % dan
9% dari harga lelang, sementara penjual hanya ditd&m biaya
lelang berkisar antara 1.5% dan 3%. Pertimbangaayabiini

disebabkan karena penjual lebih banyak menanggenggian dari

% Halim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonegi#akarta: PT Raja Grafindo,
2011), him. 258.
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segi materil dan non materil sehinggaditetapkabialga lelang yang
rendah untuk penjué.
3.1.3. Risalah lelang

Pasal 1 angka 16 UU Nomor 19 tahun 1997 risalamd¢eadalah: “ berita
acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh penjelaaty atau kuasanya dalam
bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundangngeh lelang yang
berlaku”.Berita acara lelang yang dibuat oleh pafjdddang dan memilki kekuatan
pembuktian yang sempurna bagipara pihak. Tanpa yadaisalah lelang,
pelelangan yang dilaksanakan pejabat lelang tilakédh (invalid). Pelaksanaan
lelang tanpa adanya risalah lelang tidak membeayaggan hukum tentang hal-
hal yang terjadi, karena apa yang terjadi tidagaiat secara jelas sehingga dapat
menimbulkan ketidakpastidh.Dapat disimpulkan bahwa risalah lelang adalah
berita acara yang merupakan dokumen resmi damrjgba penjualan dimuka
umum atau lelang yang disusun secara teratur dasrtdnggungjawabkan oleh
pejabat lelang dan para pihak (penjualan dan peam)ekehingga pelaksanaan
lelang yang disebut didalamnya mengikat. Tanpa yalaerita acara pelelangan
atau risalah, maka pelelangan itu tidak memilikpdstian hukum sebagaimana
yang telah disebutkan diatas serta dinyatakan sdak

Risalah lelang mempunyai 3 macam kekuatan pemimukéiau:

a. Kekuatan pembuktian lahir, yaitu apa yang nampatapahirnya

yaitu risalah lelang yang berwujud seperti akta.

*®Rasyidin, Bag. Staf Penyidik, pada tanggal 283016 di Kantor Satpol PP kecamatan
Baiturrahman Banda Aceh
®1 M. Yahya HarahafRuang Lingkup permasalahan him. 169.
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b. Kekuatan pembuktian formil, yaitu kepastian bahwats kejadian
dalam risalah lelang betul-betul dilakukan olehapej lelang.

c. Kekuatan pembuktian materil, yaitu kepastian hukahwa apa yang
disebut risalah lelang itu adalah benar dan mempgembuktian
yang sempurna serta sah terhadap pihak penjuabglelelang dan
berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebwdikn

Dengan demikian, risalah lelang mempunyai fungsagai bukti adanya
peristiwva hukum seperti yang tertulis dalam beaitara lelang (risalah lelang).
Setelah pelaksanaan lelang terlaksana dan memesydnat-syarat yang
ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuahgemor 93/Pmk.06/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bendaharawaarima kantor lelang
wajib melakukan pencatatan semua penerimaan dagelpanan uang hasil
pelaksanaan lelarfg.

Konsep harga didalam hukum Islam berdasarkan tetognArab yang
maknanya menuju pada harga yang adil. Teori hagaipakan teori ekonomi
yang menerangkan tentang perilaku harga-harggagatjasa. Isi dari teori harga
pada intinya adalah harga suatu barang atau jagpapasarnya kompetitif, tinggi
rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

Kesimpulan yang dapat diambil pada persoalan hditesitukan oleh
pasar, begitu juga dengan lelang yang dikenal dermggsar lelang agtion
market) Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai spasar teroganisir, dimana

harga menyesuaikan diri terus menerus terhadapyaeaa dan permintaan, serta

*Ibid, him. 177.
%3 Siti Muflikhatul Hidayat, Penetuan Harga Jual Beli dalam Ekonomi Is|aSkripsi
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, him. 55.
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biasanya dengan barang yang standar, jumlah petiguabpembeli cukup besar
dan tidak saling mengenal.

Terkait dengan kecurangan yang dilakukan oleh teesang mengikuti
lelang dalam penentuan lelang terhadap barang seshang dilelang, hal ini tidak
berpengaruh terhadap jalannya/proses berlangsungglgégangan. Karena pada
dasarnya hal ini tidak mengganggu prosedur yamad teitetapkan oleh KPKNL.
Sebab setiap mafia lelang yang melakukan tindakarang, apakah itu
membayarpeserta lelang agar tidak menawar obye&ndeldiatas harga
tawarannya,sehingga ia dapat membeli obyek leyang diinginkannya dengan
tawaran yang jauh lebih murah dan lain sebagaisglama tawaran itu tetap

berada di atas limit yang telah ditentukan, makathadidak dipermasalahkannya

oleh petugas pelelangan.

3.2. Tanggapan Pemilik Ternak Terhadap Sistem Pelelangan Hewan Ternak
Berdasarkan Qanun No. 12 Tahun 2004.

Pihak Satpol PP sudah mensosialisasikan isi qaniartg binatang ternak
pada setiap gampong dan diberikan dalam bentulisedan juga diumumkan
kepada perangkat gampong secara [&nlkifi S.E selaku Geuchik
GampongLhong Raya mengatakan bahwa pihak satpadupgph memberikan
wewenang ataupun kebijakan dalam pernyataan tenyaing dalam isi Qanun
No. 12 Tahun 2004 tentang Penertiban Hewan Terbakywa setiap pemilik

ternak dilarang untuk melepaskan binatang pelimdamuka umum karena akan

*Wawancara denganZakhwan, Kasi antar hubungan embalga/ Penyidik PNS di
Kantor Satpol PP pada tanggal 28 juli 2016 di Kemimn Baiturrahman, Banda Aceh.
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membahayakan bagi pengguna jalan. Dalam konteksségala ketentuan
mengenai denda, resiko dan sanksi sudah dijelas&eara keseluruhan dalam
ganun. Pihak perangkat gampong tidak mau mengamdsiko karena
bertentangan dengan aturan yang sudah disahkam k&lenanya pihak aparatur
gampong sudah memberikan himbauan secara lisanjudgn dalam bentuk
tertulis, tujuannya agar masyarakat paham sertzhpdn taat pada aturan yang
telah ditetapkan. Dan juga sudah beberapa kalikpthatpol PP melakukan
rapatbesama masyarakat Gampong Lhong Raya demelaskgn lebih lanjut
mengenai isi Qanun No. 12 Tahun 2004. Pihak S&polmemberikan informasi
kepada masyarakat mulai dari sistem penangkapamantg jangka waktu
lamanya untuk dilelang, dan juga aturan sanksi danda. Tetapi dalam
keseharian, masyarakat ternyata masih banyak ydak peduli dengan aturan
yang telah dibuat, bahkan sebagian pemilik temakih saja melepaskan hewan
ternak di tempat—tempat umum.

Merujuk isi Qanun No. 12 Tahun 2004, sistem pelgan yang
dilakukan oleh Satpol PP, sebenarnya pemilik temahkgerti dan paham dengan
aturan yang telah ditetapkan dan menyadari kesalgdrag mereka perbuat, tetapi
dikarenakan pemilik ternak punya pekerjaan laihirggga para pemilik lalai
dalam memperhatikan binatang ternaknya, dan sabagiailik yang lain terlalu
banyak hewan ternak sehingga tidak semua binatangakt mampu untuk
diawasi. Ada faktor yang menjadi keluhan dari péntgrnak berkenaan dengan
sistem pelelangan yang di terapkan oleh satpolgppseégi membuka harga awal

dan mempersilahkan peserta lelang untuk menawahcaga hewan ternak



53

tersebut, pemilik ternak menyampaikan bahwasanylanmdapraktek lelang
nantinya biar saya sendiri saja yang melelang lkareewan ini saya yang
puny&>. Dalam hal ini pihak satpol pp menjawab bahwa semal-hal yang
berkenaan dengan lelang sudah ada prosedur ataun atang telah diatur oleh
KPKNL dari segi yang melelang dan sebagaitya.

Hasil wawancara dari pemilik ternak, di Gampong ndydRaya Kota
Banda Aceh, yang hewan peliharaannya ditangkapp#éigas dari pihak Satpol
PPdikarenakan hewan ternak tersebut berkeliargalati rays®’ Pihak petugas
Satpol PP langsung menangkap dan membawa hewantgiahgditangkap ke
lokasi peliharaan yang telah disediakan oleh Sa&@pblProses selanjutnya pihak
Satpol PP segera memberitahukan kepada perangkapogg bahwa telah
terjadinya penangkapan hewan ternak di Gampong d-hBaya. Geuchik
Gampong segera memberikan himbauan dalam bentukgexda binatang ternak
yang ditangkap karena pemilik ternak telah lalaitukn mengurus hewan
ternaknya. Sesuai dengan ketentuan Qanun No. 1fh ta004 bahwa dalam
kurun waktu 14 hari hewan ternak ditahan dan didekepada pemiliknya 100
ribu per hari. Pemilik ternak harus mendatangi $amg ke kantor Satpol PP
untuk mengambil hewan ternak yang disita. Apalelaat dari kurun waktu 14
hari pemilik ternak juga tidak mengambil binataegheknya, maka sesuai dalam

Pasal 8 ayat (5), maka hewan ternak akan dilelangiuka umum. Sebelum

®Asmaradi, Pemilik ternak di Gampong Lhong Rayaksies pada tanggal 18 Juli 2016.
*Wawancara dengan Agus Sulaiman dkk, Provos SatPosdkaligus Tim Pemantau

Lapangan pada tanggal 28 Juli 2016 di Kantor S®pylKecamatan Baiturrahman Banda Aceh.
*’Pemilik Ternak di gampong Lhong Raya di akses padggal 24 Juli 2016.
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eksekusi lelang dilaksanakan, pihak Satpol PP jugenberitahukan melalui
perangkat gampong dalam bentuk surat edaran lokgasilinya penangkapan.

Pada proses lelang, diikutsertakan pemilik terna&tapi tidak
mempunyai hak untuk membuka harga awal,mempersifapkserta lelang untuk
menawarkan harga, akan tetapi pernyataan padansistang ini, juru lelang
ataupun panitia lelang yang menyelenggarakannytelaBe selesainya proses
lelang, pemilik ternak mengakui kesalahan yangrlip&t karena menyepelekan
aturan yang telah ditetapk&h.

Dilihat dari isi Qanun No. 12 Tahun 2004 tentangd?gban Hewan
Ternak, yang menjadi keluhan dan tanggapan masstaaalalah pada penetapan
dendanya,yang ditetapkan terhadap hewan ternak tedaly disitasebesar 100
ribu per harinya. Karena menurut pemilik ternakatak dendanya terlalu besar,
sehingga pemilik ternak enggan mendatangi untuk emen denda tersebut.
Masyarakat berharap agar jumlah denda dikurangrso@&n yang kedua,
penetapan harga awal pada saat lelang sebaiknydikpgemnak sendiri yang
menentukannya, dikarenakan menurut mereka penmiidtelah yang memiliki
hak untuk membuka harga awal dalam proses lelaagsoRlan yang ketiga,
masyarakat berharap apabila terjadi kecacatan padan ternaknya pada saat
penangkapan dan pemeliharaan yang dilakukan oledk (Batpol PP maka yang
bertanggungjawab atas kecacatan tersebut adaladk pHatpol PP bukan

dibebankan kepada pemilik ternak.

*Wawancara dengan Agus Sulaiman dkk, Provos SatPosekaligus Tim Pemantau
Lapangan pada tanggal 28 Juli 2016 di Kantor S&pglKecamatan Baiturrahman Banda Aceh.



55

3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelelangan Hewan Ternak
AnalisisMenurut Bai’ Muzayadah

Syari’at Islam membolehkan jual beli barang ataa jgang halal dengan
cara lelang yang didalam figh mu'amalah disel®#&i’Muzayadah Bar
Muzayadahadalahsalah satu jenis jual beli di mana penjualawarkan barang
di tengah keramaian, lalu para pembeli saling manae&ngan harga lebih tinggi
sampai pada batas harga tertinggi dari salah sanb@li, lalu terjadi akad dan
pembeli tersebut mengambil barang dari perfjiRraktek lelang dalam bentuk
sederhana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAWterSispelelangan yang
dilakukan oleh Satpol PP bukanlah termasuk praktek (tambahan) meskipun
ia dinamakanmuzayadah dikarenakan penambahan yang dimaksudkan adalah
pertambahan penawaran terhadap suatu objek ped@larmmng sedang dilakukan
oleh para pihak dalam transaksi yang terkait ddtamsaksi tersebut. Sedangkan
dalam praktek riba tambahan haram yang dimaksudaladambahan yang
diperjanjikan pada awal akad dalam hal pinjam m@ninuang ataupun barang
ribawi lainnya seperti bunga dalam hal perbarfRan.

Sesuai dengan sistem dan penerapannya, lelang dé@daegorikan
sebagai salah satu bentuk jual beli, akan tetapipmbedaan dengan jual beli
secara umum. Dalam jual beli terhadap khlkyar, sedangkan dalam pelelangan

tidak terdapat hakhiyar, sedangkan dalam pelelangan tidak terdapakhsfar.

%9 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shakikih Ekonomi Keuangan IslangJakarta:
Darul Haq, 2004), him. 110.
"Ibid. HIm. 110.
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Ini bertujuan agar barang yang dilelang pada daguga terjual sesuai dengan
penawaran yang ditawarkan oleh pihak pemBeli.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Balsyari’at Islam
sangat menjaga kejujuran dalam setiap transakgataadanya kecurangan
termasuk sistem jual beli. Di dalam kit&lnbulus Salandisebutkan, lbnu Abdil
Barr berkata, “sesungguhnya tidak haram menjuargakepada orang dengan
adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepd#atmtara semua pihak).”
Dalam kitab tersebut dijelaskan balBe Muzayadah bertujuan untuk
mencegah adanya penyimpangan syari'at dan pelaagdeak, norma dan etika
dalam praktik jual beli yang lain. Syari'at Islanemberikan panduan dan kriteria

umum sebagai garis penunjuk diantaraffya:

a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukuns disar saling
sukarela@ntaradhir.

b. Objek lelang barang yang diperjualbelikan harusliddn bermanfaat.

c. Kepemilikan penuh pada barang atau jasa yang dijual

d. Kejelasan dan transparansi barang atau jasa ydelgndj atau yang
diperjualbelikan tanpa adanya manipulasi sepéridowdressingatau
lainnya.

e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual ke @sulaghi.

" Aiyub Ahmad, Fikih lelangPerspektif Hukum Islam dan Hukum Posiifanda Aceh:
Kiswah, 2004), him. 58.

2 Mujib ennal,lingkaran ilmu lelang 16 juli 2012, diakses pada tanggal 14 juni 2016,
dari situs: http:// mujib-ennal, blogspot. Com/2@I72 lelan. Html.
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f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tdgypotensi
menimbulkan perselisihan.
g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kdéussuap untuk

memenangkan lelang dan tawar-menawar harga.

Konsep harga lelang yang digunakan adalah penentaaga oleh
penjual dengan menggunakan harga limit sesuai delsamn, walaupun harga
yang ditentukan tidak sesuai dengan mekanisme pas#a umumnya. Akan
tetapi, penentuan harga yang dilakukan dalam pejata menuju pada konsep
keadilan dengan tujuan untuk melindungi penjual popaupembeli supaya tidak
menimbulkan eksploitasi atau penindasan yang miaangsalah satu pihak dan
menguntungkan pihak yang lain. Disamping itu untolencegah adanya
kecurangan berupa komplotan lelangudtionring dan komplotan penawar
(bidder’s ring yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang me{akukerja
sama untuk menawar dengan harga yang sangat rgildabgerhasil kemudian
dilelang sendiri diantara mereka. Penawaran cusapgrti itu disebut penawaran
cincai (ollusivebidding. Pembatasan harga terendah yang dilakukan untuk
mencegah permainan curang antara penjual lelengsépenjugl dan pembeli

yang akan merugikan pemilik baraffg.

Dalam konsepsi figh muamalah dijelaskan bahwa prodalam

pelelangan harus adanya pemilik yang melelang deerfa atau pihak yang

"3 Tripod, seputar pelelanganl6april 2012, diakses pada tanggal 14 juli 2Csifus:
http//ulgs. Tripod. Com/favorite.htm
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mengikuti proses leland.Ketika lelang berlangsung, pemilikharus hadir dela
proses lelang dikarenakan yang mempersilahkan tpesatuk membuka harga
awal adalah pemilik ternak. Kemudian pemilik akaenaawarkan barang dengan
sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawdrega yang tertinggi.
Pada persoalan ini, proses pelaksanaan lelangdiakgkan oleh Satpol
PP yang merujuk pada ketentuan Qanun No. 12 Tah0®4 2adanya
ketidaksesuaian dalam figh mu’amalah. Dimana siskelang yang dilakukan
Satpol PP tidak melibatkan pemilik ternak ketikgainya proses lelang dan
pihak pemilik ternak tidak meridhai, sebab juriate yang mengeksekusi proses
lelang tersebut. Sedangkan dal@ai’muzayadahharus adanya pemilik ternak
ketika terjadinya proses lelang dan juga dalamksel@aannya yang memberikan
aturan dan tata cara lelang, langsung pemilik keseadiri, dan harus sama-sama
saling meridhai antara pemilik ternak dan peseztanh.Berbeda halnya yang
dipraktekkan oleh Satpol PP ketika pada peneragamilyak juru lelang dari
pihak Satpol PP langsung yang membuka dan menawadw@ng lelang. Dalam
hal ini terjadi sebuah perbedaan antara sistemiyagud dalam Qanun No. 12

Tahun 2004 dengan konsBpi’Muzayadalklalam figh mu’amalah Islam.

“Aiyub Ahmad, Fikih Lelang: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Efs{Jakarta:
Kiswah, 2004). Halaman 31.



BAB EMPAT
PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,dait diambil

kesimpulan dan saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan
1. Sistem pada pelaksanaan pelelangan yang dikksanoleh Satpol PP harus
mengikuti ketentuan melalui Kantor Pelayanan KekaydNegara Dan Lelang

(KPKNL) yang merujuk pada ketentudderaturan Menteri Keuangan Nomor
106/PMK. 06/2013 tentang syarat dan ketentuan gajain meliputi:
permohonan lelang, penjualan harga lelang, tem@iaind, syarat lelang,
penundaan dan pembatalan lelang, uang jaminangleldan pengumuman
lelang.

2. Tanggapan pemilik ternak terhadap sistem pelelangeny dilakukan oleh
Satpol PP, sebenarnya pemilik ternak memahami damyadari kesalahan
yang mereka perbuat, tetapi dikarenakan pemilikalepunya pekerjaan lain,
sehingga para pemilik lalai dalam memperhatikarataimg ternaknya, dan
pada pemilik ternak yang lain terlalu banyak hewahharaan sehingga tidak
semua binatang ternak mampu diawasi. Yang menjldihkn dari pemilik
ternak, ketika penerapan pada pelaksanaan lelangimi@an dari pemilik
inginnya pemilik ternak sendiri yang melelang déw@akan sudah ada dalam
prosedur siapa yang melelang maka pihak satpolapgu juru lelang yang

melelang.

59



60

3. Pada pelaksanaan lelang yang di lakukan oleh S&#Boyang merujuk pada
ketentuan Qanun No. 12 Tahun 2004 adanya ketida&ises dalam figh
mu’amalah. Dimana sistem lelang yang dilakukan @a®® tidak melibatkan
pemilik ternak ketika terjadinya eksekusi lelanggdangkan dalamBai’
Muzayadahharus melibatkan pemilik ternak ketika terjadimpraktek lelang
dan juga dalam pelaksanaannya yang memberikamatiara tata cara lelang
langsung pemilik barang sendiri.

4.2. Saran

1. Diharapkan kepada Satpol PP sebagai pihak keantalam penertiban hewan
ternak untuk selalu meningkatkan kinerjanya dan panmemberikan
kontribusi kerja yang sesuai dengan ketentuan 'ayatemi meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

2. Kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak agklu mengawasi dan
memelihara dengan baik hewan ternaknya. Kemuddak tmelepas binatang
ternaknya ditempat umum karena mengganggu ketertibesama.

3. Pada sistem pelelangan yang dilaksanakan olgiolSaP harus memberikan
pemberitahuan secara langsung kepada pemilik tenesigenai hewan ternak
yang akan dilelang baik dalam bentuk lisan maupiisan agar pemilik ternak

mengetahui bahwa binatang ternaknya akan dilelang.
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